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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis
Hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha
KJKS Terhadap penerapan Produk Santunan Muawanah di BMT UGT Sidogiri
cabang Sidodadi Surabaya.”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan :
1. Bagaimana penerapan produk sanfunan muawanah di BMT UGT Sidodadi cabang
Sidogiri di Surabaya. 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun
2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap penerapan produk santunan
muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi di Surabaya.

Data primer diperoleh melalui wawancara kepala cabang BMT UGT
Sidogiri cabang sidodadi Surabaya sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan
data data lapangan dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan ,selanjutnya
dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Sehingga
memperoleh kesimpulan yang sistematis, dan objektif.

Dari segi hukum islam, produk santunan muawanah ini tidak
menyimpang dari syari’at Islam. Karena pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat
dan rukun dari sebuah perjanjian. Karena dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada
yang terdzalimi dan premi yang ada di santunan muawanah tersebut mengandung
unsur tolong-menolong karena tidak adanya unsur riba serta menggunakan akad
tabarru’, sehingga peserta tidak terbebani akan adanya premi yang harus dibayarkan.
Sedangkan, jika ditinjau dari Kepmen No 91 Tahun 2004 KJKS. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa produk santunan muawanah sama dengan mekanisme
asuransi syari’ah dan tidak ada peraturan yang mengatur jelas di dalamnya bahwa
koperasi menjalankan produk seperti asuransi. berbeda dengan perbankan yang jelas
mengatur tentang kegiatan perasuransian yang menjelaskan bahwa bank tidak boleh
menjalankan kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran. Seperti yang
tercantum dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Namun, Setelah
ditinjau lebih jauh mekanisme asuransi dalam produk sanfunan muawanah dapat
dikategorikan sebagai produk pembiayaan yakni dalam prinsip jasa.

Produk santunan muawanah pada BMT-UGT Sidogiri Surabaya
memerlukan pengenalan dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat yang
belum mengerti akan produk santunan muawanah. dengan demikian mereka dapat

memilah-milah apakah santunan muawanah sama seperti asuransi kebanyakan atau
tidak.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek
kehidupan yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu
bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara
individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari- hari
manusia hidup saling tolong-menolong terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial
manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat
hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada
manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa
kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana

firman Allah dalam QS. A/ Ma’idah ayat 2" :
U s allr Oy g5 013al1s (1 B 15535 W5 skl 1 B 15T
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya? (Al- Ma’idah 3 : 2)

" Ismail Nawawi, Ekonomi Islam — Teori, Sistem, dan Aspek Hukum, (Surabaya: CV Putra Media
Nusantara, 2009), 51.
? Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,(Jakarta:Widya Cahya,2011),349.



Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah
dijelaskan di atas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya
dan ekonomi.

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip Syariah juga
bermacam-macam bahasannya antara lain syirkah, jual beli, gadai, utang piutang
dan masih banyak lagi. Di antara jenis kerja sama dan tolong menolong yang
telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-
piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga

keuangan baik bank maupun non bank.’

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu disingkat koperasi UGT Sidogiri
mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di
Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas
Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan nomor :
09/BHKWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi UGT didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu
kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri ( Urusan GT PPS) yang
di dalamnya terdapat orang orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan
madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar

di wilayah Jawa Timur.

3 Subagio, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah
Tinggi [lmu Ekonomi YKPM, 1997),4.



Dalam setiap tahun koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka
beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial.*

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan
dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Baitul Mal
adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat
nirlaba.’ Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua pengertian yaitu Baitul
Mal yang berarti rumah dana dan Baitul Tamwil yang berarti rumah usaha.’
Kedua pengertian tersebut memiliki makna dan dampak yang berbeda. Baitul Mal
dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada
tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya,
sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat
berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. Salah satu BMT
yang banyak dikenal masyarakat adalah BMT-UGT Sidogiri karena berasal dari
pondok pesantren Sidogiri. BMT-UGT Sidogiri memiliki beberapa cabang baik di
luar kota maupun luar pulau dan salah satu cabangnya yang berada di Surabaya

adalah Sidodadi. ’

* Buku RAT XI Tahun 2011 Koperasi UGT Sidogiri,11.

> Hertanto Widodo DKk, Panduan praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT),(Bandung:Mizan Anggota IKAPI, 1999),81.

® Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT)
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

" Ibid,82.



1. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi sebagai berikut :

a.

a.

b.

Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong perekonomian
dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota,
kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih
professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam

menghadapi persaingan global.

. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.
Menjadi perantara keuangan (financial memory) antara agniya sebagai
sahibul mal dengan dhu’afa sebagai mudaribterutama untuk dana dana

social seperti zakat,infaq,sedekah,wakaf,hibah dll.

. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana

(sahibul mal) ,baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna

dana (mudarib) untuk pengembangan biaya produkif.

Prinsip muamalat Islam mendorong dan menjiwai BMT dalam:

Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola Syariah, menghindari
riba
Berbagi bagi hasil,baik dalam kegiatan usaha ,maupun dalam kegiatan

internal lembaga.



c. Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan
kegiatan usahanya
d. Pengembangn SDI (sumber daya insani)
e. Pengembangan sistem dan jaringan kerjasama,kelembagaan dan
manajemen.
Menghindari riba merupakan prinsip yang dipegang teguh dalam prinsip
BMT. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus
melainkan diturunkan dalam empat tahap.®
Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada
dhahirnya seolah olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu
perbuatan yang mendekati atau 7agarrub kepada Allah SWT
105+ 31554 G5 o W50 s

> 37% 2”4

&) Osiniadl] - Jv-’/)b &2z \.JJ-*-’J’

Atinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar Ruum 30 : 39)°

Tahap kedua , riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT
mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang

memakan riba.

8 Ibid 49.
? Ibid,507.
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Atinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi
mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang
kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.( An-Nisaa’4 : 160-161)"

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan
yang berlipat ganda. Pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi
merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah
berfirman:

P

B g0 //
-

Vﬂwm 153l adanal

TS| 9] et ¥k il Gl

- s 24
Oy>ds
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan. (Ali Imran 3 : 130)"
Dan Tahap Terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan

apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang

diturunkan menyangkut riba.

" Ibid321.
" 16id,39.
2 Syafi’i Antonio, Bank S yariah dari Teoi ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 48-50.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Bagarah 2 : 278-
279)7

BMT menghidari adanya transaksi yang mengandung riba dalam setiap
akadnya hal ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan para
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan
syariah, BMT-UGT Sidogiri menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalin
transaksi dengan para anggotanya. Untuk sektor pembiayaan syariah, jenis-jenis
akad yang diterapkan adalah mudarabah, musyarakah, murabahah dan al-bay’
bitsamanil ajil. Di antara produk pembiayaan tersebut yang paling diminati adalah
al-bay’ bitsamanil ajil’.

Seiring perkembangan yang dialami oleh lembaga keuangan lainnya dan
mengikuti kemajuan dalam berbagai bidang (BMT) memunculkan produk baru yang

bertujuan untuk kebajikan para anggotanya. Produk ini berupa produk santunan

B Ibid39.



muawanah yakni suatu bentuk santunan kepedulian yang diberikan kepada keluarga
anggota , calon anggota KJKS BMT-UGT Sidogiri jika anggota, calon anggota
KJKS BMT UGT Sidogiri meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.

Persyaratan produk sanfunan muawanah adalah sebagai berikut, yang
dapat mengikuti produk santunan muawanah adalah anggota atau calon anggota
nasabah BMT dengan dibebankan biaya Rp 1000 perbulan atau 10.000 pertahun
yang kemudian biaya angsuran tersebut dipotongkan dari dana tabungan kepada
anggota atau calon anggota BMT . Jika anggota atau calon anggota BMT UGT
Sidogiri meninggal dunia dikarenakan sakit atau akibat kecelakaan maka jaminan
pertanggung jawaban yang diberikan oleh BMT adalah sebesar Rp.2.000.000 atau
Rp 3.000.000."

Dengan mengikuti produk santunan muawanah ini diharapkan para
anggota BMT lebih merasa nyaman menabung di BMT daripada lembaga keuangan
lainnya.

5 Dalam teorinya, kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT
berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari
dan untuk anggota dan non anggota BMT. Kegiatan ini dapat disamakan secara
operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan
secara umum. Namun demikian karena merupakan lembaga keuangan Islam ,BMT

dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang didasarkan

" Brosur Santunan Muawanah BMT UGT Sidogiri.



kegiatannya dengan syari’at Islam. Hal ini juga terlihat dari produk produk jasanya
yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana
yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif
dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini berbentuk tabungan wadi’ah ,simpanan
mudarabah jangka pendek dan jangka panjang.

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis. Pertama,
pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan kedua , jual beli dengan pembayaran
ditangguhkan. Dari sektor sosial kegiatannya adalah pengelolaan zakat, infak, baik
yang berasal dari dompet dhuafa’ maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT.

Jika dicermati lebih jauh mekanisme produk santunan muawanah ini
mirip seperti asuransi yaitu,perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian
,kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.15

Penerapan asuransi yang menjadi salah satu kegiatan operasional BMT ini

belum mempunyai landasan hukum yang jelas apakah asuransi tersebut boleh

'* UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi.



10

diterapkan di BMT dan menjadi salah satu bentuk kegiatan BMT atau tidak. Dalam

Kepmen 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS dan standart

operasional KJKS (SOP KIJKS) kegiatan usaha BMT meliputi pembiayaan,

simpanan dan investasi yang masing masing kegiatan tersebut berpedoman pada
pola bagi hasil Syariah. Lain halnya dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank,
sistem operasional bank hampir sama dengan sistem operasional yang ada di BMT.

Namun , bank mempunyai ketentuan yang jelas mengenai kegiatan perasuransian

sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Di dalamnya

dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah dilarang :

1. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan
penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf'b
dan huruf ¢ dan d.

2. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk
asuransi syariah.'®

Dalam konteks inilah, maka menurut hemat penulis bahwa menjadi sangat
relevan untuk dikaji tentang analisis hukum Islam dan Kepmen Nomor 91 tahun

2004 tentang operasional KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) terhadap

penerapan produk santunan muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi

Surabaya. Yang disinyalir mirip dengan praktek asuransi, Atas dasar itu penulis akan

membuat skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun

'® UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha KJKS Terhadap Penerapan Produk

Santunan Muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Untuk lebih memudahkan dan mengetahui lebih jelas tentang skripsi ini maka

akan dijelaskan beberapa gambaran pembahasan yang akan ditulis di bab berikut di

antaranya:

1. Bagaimana profil BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?

2. Apavisi dan misi BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?

3. Jelaskan produk produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi
Surabaya?

4. Apa peran BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi dalam membantu
permasalahan ekonomi rakyat kecil yang ada disekitarnya?

5. Bagaimana praktek penerapan produk santunan muawanah di BMT UGT
Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?

6. Apa syarat syarat pengajuan produk sanfunan muawanah di BMT UGT
Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya?

7. Bagaimana analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 terhadap

penerapan produk sanfunan muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang

Sidodadi Surabaya?
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8. Apakah santunan muawanah sama dengan asuransi?

9. Apakah BMT tersebut sama dengan (BUS) Bank Umum Syariah?

C. Batasan Masalah
Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah
dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada :
1. Penerapan produk sanfunan muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang
Sidodadi di Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam dan Keputusan Menteri No 91 Tahun 2004 tentang
petunjuk kegiatan usaha KIJKS terhadap penerapan produk santunan

muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan produk santunan muawanah di BMT UGT Sidodadi
cabang Sidogiri di Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang
petunjuk kegiatan usaha KIJKS terhadap penerapan produk santunan

muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi di Surabaya?
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang
sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari
kajian atau penelitian yang telah ada.'’

Masalah yang berkaitan dengan produk sanfunan muawanah yakni tentang
kegiatan operasional kegiatan usaha yang mirip dengan mekanisme perasuransian di
BMT bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian yang dilakukan
dan mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain antara lain sebagai
berikut :

Yoyok Tri Shouman Hadi (2004) tentang “Pembebanan biaya asuransi dalam
pembiayaan murabahah di Koperasi BPR Syariah Untung Suropati Bangil Pasuruan
ditinjau menurut hukum Islam dan UU No 10 Tahun 1998°. Penelitian tersebut
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui biaya asuransi yang dibebankan dalam
pembiayaan murabahah di Koperasi BPRS Syariah ditinjau dari hukum Islam dan
UU No 10 Tahun 1998. Kesimpulan skripsi ini ditinjau dari UU No 10 Tahun 1998
dan nash Al-Qur’an dan hadits pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan

pengembalian kredit tidak bertentangan dengan hukum islam.'®

' Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 2011, 9.

18 Yoyok tri Shouman Hadi, “Pembebanan biaya asuransi dalam pembiayaan Murabahah di Koperasi
BPR Syariah untung Suropati Bangil Pasuruan ditinjau menurut hukum islam dan UU No 10 Tahun
1998” (Skripsi- IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2004), 40.
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Asrifah (2009) “ Asuransi Syariah @ Tinjauan hukum Islam terhadap
pengelolaan dan pemberian bantuan duka dalam produk b’life wadi’ah cendekia di
PT BNI Life Insurance’”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengelolaan dan
pemberian santunan pada produk b’life cendekia di PT BNI Life Insurance ditinjau
dari segi hukum Islam. Kesimpulan skripsi ini pemberian santunan duka
mengandung unsur garar yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam hal
menginvestasikan dana santunan duka yang diberikan lebih besar dari premi atau
kontribusinya'’

Achmad Fathoni (2010) “Tinjauan khiyar syarat terhadap ketentuan syarat
syarat dalam akad unit link Asuransi Syariah di PT Panin Life TBK cabang
Surabaya’. Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan syarat syarat akad unit link di
Asuransi Syariah di PT Panin Life TBK ditinjau dari khiyar syarat figh muamalah.
Kesimpulan dari skripsi ini asuransi unit link termasuk asuransi bisnis dan tergolong
perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang mengandung unsur garar baik segi
sighat akad maupun objeknya,”

Sedangkan skripsi ini pembahasannya ditekankan pada operasional produk
santunan muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya ditinjau dari

segi analisis hukum Islam dan Keputusan Menteri No 91 Tahun 2004 tentang

' Asrifah, “Asuransi Syariah : Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberian bantuan
duka dalam produk b’life wadi’ah cendekia di PT BNI Life Insurance” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2009), 39.

*» Achmad Fathoni, Tinjauan Khiyar syarat terhadap ketentuan syarat syarat dalam akad unit link
Asuransi Syariah di PT Panin Life TBK cabang Surabaya”(Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2010),43.
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petunjuk kegiatan usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Sehingga skripsi

ini berbeda dengan skripsi yang lain.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai
oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya dan harus bertolak dan relevan
dengan masalah penelitian.”’ Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam
rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan produk santunan muawanah di BMT UGT Sidogiri
Cabang Sidodadi Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Kepmen No. 91 Tahun 2004
terhadap penerapan produk sanfunan muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang

Sidodadi Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah
penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, untuk dijawab
melalui penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat antara lain:

! Ibid73.
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1. Dalam aspek teoritis, menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya

tentang produk sanfunan muawanah, selama itu dapat dijadikan perbandingan

dalam penyusunan peneliti selanjutnya.

2. Dalam aspek praktis, dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan

penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

H. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul ,Analisis hukum Islam dan Kepmen No 91

Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap produk sanfunan

muawanah di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.”* untuk menghindari

kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel

penting yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut.

Hukum Islam

Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal
perbuatan mukalaf, baik berupa perintah,
larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran
untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi
mukalaf’ untuk memilih antara melakukan dan

tidak  melakukan, atau ketentuan yang

*2 Skripsi ini membahas tentang produk sanfunan muawanah yang ada di Baitul Mal wat Tamwil di
Sidogiri cabang sidodadi yang ditinjau dari segi hukum islam yang berguna untuk menganalisis
produk santunan muawanah dalam bentuk keSyariahan mekanismenya dan Kepmen No 91 tahun
2004 tentang petunjuk kegiatan usaha (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang memuat analisis
operasionalisasi produk sanfunan muawanah yang belum jelas landasannya dari segi hukum.



Produk Muawanah

BMT UGT Sidogiri

Kepmen No 91 thn 2004
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menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau
mani (penghalang).”

Suatu bentuk santunan kepedulian yang

diberikan kepada keluarga anggota , calon
anggota KJKS BMT-UGT Sidogiri jika anggota,
calon anggota KJKS BMT UGT Sidogiri
meninggal dunia baik karena sakit atau
kecelakaan®*
: Merupakan kepanjangan dari Baitul Mal wat
Tamwil Usaha Gabungan Terpadu yang pusatnya
ada di jalan Sidogiri kecamatan Kraton
kabupaten Pasuruan.

Tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS.
Menjelaskan bahwa KJKS dan UJKS Koperasi
bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan
simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa
keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi
meliputi kegiatan. Penarikan/penghimpunan dana
dan penyaluran kembali dana tersebut dalam

bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan

3 Satria Effendi, Ushul Figih,(Jakarta: Kencana,2009),36.

2 IbidAe.
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UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan
’maal” atau  kegiatan pengumpulan dan
penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh

(Z18).%

I. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (field
researchymempelajari secara intensif latar belakang,status terakhir,dan interaksi
lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok,
lembaga dan komunitas.”, yaitu penelitian terhadap penerapan produk sanfunan
muawanah yang ditinjau dari analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004
tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS serta menggunakan penelitian kualitatif yang
mana pada penelitian ini riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini landasan teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di
lapangan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu diketahui

tentang hal-hal sebagai berikut:

%> SOP KJKS dan UJKS.
26 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003),5.
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2. Data dan Sumber Data
Data yang dihimpun:
Berdasarkan rumusan diatas, maka data yang dikumpulkan antara lain:

i. Data tentang praktik asuransi dalam produk santunan muawanah di BMT-
UGT Sidogiri dan alasan menggunakan praktik tersebut. Data ini diperoleh
dari sumber primer.

ii. Landasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data
lapangan yang berupa bahan literatur.

Sumber data yang ditelusuri dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber primer, Pengambilan data primer yaitu data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pelrtamalnya.27 Primer meliputi:
1. 1 orang pimpinan kepala cabang BMT UGT Sidogiri.
2. 4 orang karyawan, (AO dan Customer service)
3. Nasabah yang terkait dengan produk sanfunan muawanah

b. Sumber sekunder, Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung
diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi
atau data laporan yang tersedia.”® Data tersebut diantaranya adalah :
o Figih Muamalah, Rachmat Syafei.
o Pokok-Pokok Hukum Islam, Sudarsono.

e Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah.

27 Sumadi Suryabrata, metode penelitian,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),85.
 Azwar Saifuddin, metode penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001),91.
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o Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Ismail Nawawi.

e Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Andri Soemitra.

o Hukum Asuransi Indonesia,Djunaedy Ganie.

o Hukum Perjanjian Syariah, Syamsul Anwar.

e Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Subagio.

e Panduan praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Hertanto
Widodo Dkk.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data secara riil (nyata)
yang digunakan untuk penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi
penelitian.” Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan
penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan
metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara (interview) Metode wawancara yaitu sebuah
percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan
kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.*
Wawancara tersebut dilakukan dengan melalui tanya jawab kepada pihak-
pihak terkait, yaitu pimpinan dan karyawan BMT UGT Sidogiri cabang

Sidodadi.

29 .
1b6id)10.
3% Denim Sudarwan, Menjadi peneliti kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005),130.
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2. Metode dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi yang berupa
catatan, majalah, artikel-artikel, website dan sebagainya.”’ Dan mempunyai
keterkaitan dengan topik santunan muawanah.

5. Teknik Pengelolahan Data
Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun
teknik yang digunakan dala pengelolahan data antara lain:
a. Editing adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini
digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.*>
b. Organizing adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam
karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-
bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek asuransi dalam produk
santunan muawanah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya.
c. Coding, Yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang
relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional. **
6. Teknis Analisis Data
Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan

temuan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh

sesuai dengan penelitian.

*! Moh Kasiram,Metodologi Penelitian,(Malang:UIN-Malang Press,2008),37.

32 Soeratno, Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN,1995), 127.

 Ibid,129.
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Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi
kenyataan yang terjadi di lapangan dan data yang di pahami sebagai data yang
tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.’* dengan
menggunakan analisis deskriptif analisis,”” kegiatan pengumpulan data dengan
melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan
atau analisis dari penulis. *° Yang bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan tentang mekanisme produk sanfunan muawanah ditinjau dari
segi Hukum islam dan operasionalisasi produk santunan muawanah dari segi
hukum, dalam hal ini Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan
usaha (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Di Baitul Mal wat Tamwil Usaha

Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.

Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu
diawali dari analisis Hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang
petunjuk kegiatan usaha (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Terhadap penerapan
produk santunan muawanah di BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya,

kemudian dijelaskan secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

3 Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Diva
Press,2010),13.

* Ibid, 4.

*® Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,(Jakarta: logos, 1997),1.
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I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis sehingga mudah
untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Dalam Bab pertama yang merupakan Bab Pendahuluan memuat latar
belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang asuransi,
pada bab kedua penulis perlu memberikan tinjauan teoritis tentang asuransi,
pengertian asuransi secara umum, dan dijelaskan hukum asuransi menurut
undang-undang, juga menjelaskan tentang asuransi menurut hukum islam yang
meliputi asuransi syariah. Karena penerapan asuransi yang mirip diterapkan pada
produk santunan muawanah di BMT ini belum mempunyai landasan hukum yang
jelas, maka pembahasan mengenai sanfunan muawanah menjadi sangat penting.

Bab ketiga mengemukakan tentang pembahasan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
Dalam bab ini, penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, yaitu pertama,
tentang gambaran umum BMT UGT Sidogiri cabang Surabaya yang terdiri dari
latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi dan produk- produk yang ada

di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Kedua, praktek penerapan
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asuransi di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, tata cara pengajuan produk
santunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, biaya angsuran, dan
penjelasan pengeklaiman asuransi.

Bab keempat akan diulas pembahasan tentang hasil penelitian. Analisis
hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha
KJKS terhadap penerapan asuransi dalam produk santunan muawanah di BMT
UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

Sedangkan sebagai penutup, bab kelima atau penutup penulis akan
kemukakan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan kemudian diikuti oleh
penyampaian rekomendasi atau saran pada berbagai pihak terkait dengan produk
santunan muawanah dan penerapannya, terutama kepada para pengelola dan

manager BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.



BAB 1I

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ASURANSI SYARIAH
DAN KEPMEN NO 91 TAHUN 2004

A. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful.
Kata Takaful berasal dari takafala-yatakafalu, yang secara etimologis berarti
menjamin atau saling menanggung. Penggunaan takaful ini secara operasional
dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin
satu sama lain. Ini berarti dalam asuransi syariah yang saling menanggung
bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, melainkan antara
peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta
asuransi yang lainnya. Sedangkan perusahaan asuransi hanya sebagai

mediator diantara para peserta asuransi.

Asuransi syariah menurut terminologi adalah tentang tolong-menolong
dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi
terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan
pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau
berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri,keluarga atau

perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia,kecelakaan,sakit, dan usia tua.
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Dalam ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi syariah
adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban
membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan
sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak
pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.’

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal.” Sedangkan, uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh
penanggung kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis.’

Sedangkan asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI adalah (at-
ta’min,at-takaful atau at-tadhamun) yaitu usaha saling melindungi dan tolong
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau af-tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.*
Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah perikatan yang
ditetapkan dengan 7jab dan gabul berdasarkan ketentuan syari’at yang berdampak

pada objeknya, dan akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), al-maysir

! Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2004),58.

? Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam,(Surabaya:Putra Media
Nusantara,2010),6.

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta:Rineka media,2006), 200.

* Andri soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah,(Jakarta:Prenada Media,2009),245.
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(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan),al-risywah (suap),barang haram dan

.5
maksiat.

B. Landasan Hukum Asuransi Syariah
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan
praktek asuransi syariah secara terperinci. Namun di dalam Al-Qur’an masih
mengakomodasi ayat ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar, seperti
tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan perlindungan
terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang.
Di antara ayat ayat Al-Qur’an yang mempunyai muatan nilai nilai yang
ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Al-Ma’idahayat 3 :2

Joad Al Gy Al 158y oy WY1 e 155585 g 5y S Je 1555
A

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

Allah amat berat siksa-Nya™® (Al- Ma’idah 3 : 2)
Ayat ini memuat perintah (amr ) tolong-menolong antarsesama manusia,
dalam bisnis asuransi nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota BMT

Sidogiri perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai

5 .
1bidAQ.
% Depag RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya,(Bandung:Lubuk Agung,1898),156.
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dana sosial (af-tabarru’). Dana sosial ini difungsikan untuk menolong salah satu
anggota yang sedang mengalami musibah.

b. Al- Bagarah ayat 2 : 185

e B ey BN T T
Artinya : “...Allah menghendaki kemudahan bagimu,dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu...””( Al-Bagarah 2 : 185 )

Ayat di atas Allah menjelaskan kemudahan adalah sesuatu yang
dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak
dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. Agar
dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak
mempersulit diri sendiri. Dalam bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami
bahwa dengan adanya lembaga asuransi,seseorang dapat memudahkan untuk
menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat
melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja. ®

c. Surat Al-Hasyr59 : 18, tentang perintah Allah untuk mempersiapkan hari
depan.

" Depag RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya,(Bandung:Lubuk Agung,1898),45.
8 .
1bid ,106.
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat). Dan bertagwalah kepada Allah. Sungguh
Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan’.(Al-Hasyr 59

18
d. Surat Ali- Imran3 : 145

.
£z
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Artinya : “ sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin
Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya.” (Ali-Imran 3 :
143)"°

Ayat di atas menjelaskan bahwa kematian adalah sesuatu yang bersifat
pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa, termasuk di
dalamnya manusia. Seorang manusia tidak akan melepaskan dirinya dan berlari
dari kematian. Setiap manusia akan mengalami dan merasakan kematian. Dalam
hal ini kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh manusia adalah
meminimalisasi atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian
dengan cara melakukan perlindungan jiwanya untuk kepentingan ahli warisnya.
Karena seseorang yang melakukan perlindungan jiwanya dengan cara berasuransi
akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya,
orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya secara tidak langsung akan

memberikan beban bagi keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya karena tidak

® Depag RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya,(Bandung:Lubuk Agung,1898),919.
' Depag RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya,(Bandung:Lubuk Agung,1898),100.
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ada dana yang tersimpan dalam bentuk tabungan untuk keperluan hidup di masa

datang.

2. Al-Hadits

Hadits tentang anjuran untuk tidak mendzalimi dan menelantarkan sesama

muslim."
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Artinya: “  Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda, “Janganiah
saling dengki, janganlah saling menambah harga (dengan maksud tidak
untuk membeli, tetapi hanya untuk menaikkan harga), janganlah saling
membenci, janganlah saling acuh tak acuh, dan janganlah seseorang di
antara kamu menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Dan jadilah
kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara
Muslim lainnya. Tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak
menghinanya’

\n—

3. Ijtihad

Fatwa sahabat

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah
dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata:

“orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima

' Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd Al-* Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim, di terjemahkan
oleh Mukhtasar Sahih Muslim, 1031.
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bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman
(ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang
anggota masyarakat”. Di mana Umar adalah orang yang pertama kali
mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang

terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. '

C. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda
dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara
komprehensif dan bersifat mayor. Hal ini disebabkan karena asuransi syariah
merupakan turunan minor dari konsep ekonomi Islam, ada sembilan macam

. . . . . 1
prinsip dasar asuransi syariah yaitu.”

1. Tauhid (Unity)

2. Keadilan (Justice)

3. Tolong- menolong

4. Kerjasama (Corporation)
5. Amanah (al-Amanah)

6. Kerelaan (ar-Ridha)

7. Larangan Maysir (judi)

2 Widyaningsih, et all Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,(Jakarta:Prenada Media,2006),194.
13 .
1bid,125.
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8. Larangan garar (ketidakpastian)
9. Larangan Riba
a. Riba.

Lafazh riba dibaca dengan alif magsurah, menurut bahasa mempunyai
arti tambah. Sedang menurut syara’ ialah penyerahan pergantian sesuatu
dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut
timbangan syara’ pada waktu akad , atau disertai diakhirkan dalam tukar
menukar atau hanya salah satunya.'* Riba juga merupakan jual beli benda
benda sejenis dengan perbedaan nilai. Transaksi itu dibolehkan jika tidak
disertai perbedaan nilai tetapi diharamkan jika disertai dengan perbedaan
nilai.'”” Adam Smith dan Ricardo, menjelaskan bahwa riba adalah sebagai ganti
rugi yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan tujuan
untuk menampung kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman karena
uangnya telah digunakan oleh peminjam atau sekurang kurangnya dianggap
sebagai ganjaran pengorbanan pemberi pinjaman yang dilakukannya dalam
bentuk simpanan uang. Diharamkan riba sebab riba menghalangi manusia dari
berusaha dengan bersungguh sungguh dalam bidang khusus (perusahaan dan
perdagangan). Perjanjian dalam perbuatan riba menyebabkan hubungan
diantara manusia menjadi renggang dan perjanjian dalam amalan riba

mengandung unsur penipuan yang memungkinkan orang kaya untuk

'* Asy- Syekh Muhammad, Fathul Qarib,(Surabaya:Al Hidayah,1991),338.
'> Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam & Riba,(Bandung:Pustaka Hidayah,1995),72.
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mendapatkan kelebihan (keuntungan yang berlebihan) dari pokoknya. Ini
adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum itu dan bertentangan dengan

prinsip keadilan dan seksama.'®

D. Akad, Syarat-Syarat dan Rukun Asuransi Syariah

1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum
Islam. Lafal akad berasal dari bahasa Arab A/-Agd. ' yang berarti mengikat,
menyambung dan menghubungkan (ar-rabf). Akad merupakan tindakan hukum
dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan
kehendak dari satu pihak dan gabu/ yang menyatakan pihak lain. Tindakan
hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan
hak, bukanlah akad, karena tindakan tindakan tersebut tidak merupakan
tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qzzbﬁ].l8 Akad juga
berarti suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih
berdasarkan keridhaan masing masing, dan karenanya timbul bagi kedua belah
pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad."

Sedangkan akad yang digunakan dalam praktek asuransi syariah

menurut Dewan Syariah Nasional no. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah

1 Mohammad moslehuddin, Asuransi dalam Islam,(Jakarta:Bumi Aksara,1995),107.

'7 Asad M. Al-Kalali, Kamus Indonesia Arab,( Jakarta; Bulan Bintang, 1987), 9.

18 Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah,(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2007),68-69.
" Hendi Suhendi, Figh Muamalah,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),46.
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2

adalah akad tijarah (yang dimaksud disini adalah mudarabah) dan Tabarru
(yang dimaksud disini adalah Aibah).*® Akad tabarru’ pada asuransi adalah akad
yang dilakukan dalam bentuk Aibah dengan tujuan kebajikan dan tolong—-
menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.?'

Akad tijarah adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari
keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Sedangkan
tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-
mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Ta’ala, sama sekali
tidak ada unsur untuk mencari keuntngan.*

2. Macam macam akad :

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari berbagai
sudut pandang
a. Akad bernama dan akad tak bernama

Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya,
dibedakan menjadi (1) akad bernama (al-‘uqud al-musamma), yakni akad
yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula
ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku
pada akad lain seperti sewa menyewa (al-ijarah),penempaan (al-

ishtisna’),jual beli (al-bay’) penanggungan (a/-kafalah) dan lain-lain. dan (2)

20 Fatwa DSN no. 20 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah tahun 2001.

*! Fatwa tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah

** Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan prinsip syari’ah dalam Hukum indonesia,(Jakarta:
Prenada media,2010),176.
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akad tidak bernama (a/- ‘uqud al-musamma). Y akni, akad yang tidak diatur
secara khusus dalam kitab kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Seperti
perjanjian penerbitan periklanan dan lain sebagainya.
b. Akad bertempo dan tidak bertempo
Dilihat dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dibedakan
menjadi akad bertempo (a/-aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo (al- ‘agd
al-fauri). Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu
merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu, dalam arti unsur waktu
merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya akad sewa-menyewa, akad
penitipan, akad pinjam pakai dan seterusnya. Sedangkan akad yang tidak
bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi
perjanjian. akad jual-beli, misalnya dapat terjadi seketika tanpa unsur tempo
sebagai bagian dari akad tersebut.
c. Akad yang sah dan akad tidak sah
Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akan dibedakan menjadi akad
sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun
dan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh syara’. Sedangkan akad
yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat

yang ditentukan syara’.”’

#* Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah,(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2007),73.
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3. Syarat- syarat akad.

Syarat berasal dari bahasa arab As-Syurut”’ yang berarti pembelahan,

mengikat. Syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi tiga

bagian yakni syarat sah (sahih), rusak (Fasid) dan syarat yang batal (bathil).

a.

Syarat sah (sahih), adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad,
mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara’,

sesuai dengan kebiasaan masyarakat ( ‘ur).

. Syarat Rusak (Fasid), adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu

kriteria yang ada dalam syarat sahibh.

. Syarat batal (bathil), adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat

sahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau yang
lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif.

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi syarat terjadinya akad,

syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum.

a.

Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyararatkan
untuk terjadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi akad tersebut
maka akadnya menjadi batal, syarat ini dibagi menjadi dua bagian sebagai
berikut :

1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad, syarat

tersebut meliputi : kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak,

2 Ibid34.
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yang dijadikan objek akad menerima hukumnya, akad tersebut diizinkan
oleh syariah selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak walaupun
bukan pemilik barang, bukan akad yang terlarang, akad tersebut
memberikan manfaat, 7jab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya gabul,
jjabdan gabul harus bersambung.

2) Syarat khusus ialah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak
disyari’atkan pada bagian yang lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat
tambahan (idhafi) yang harus ada disamping syarat syarat umum.

. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyariatkan syariah untuk
menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi maka akadnya
rusak. Ulama hanafiah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam
kecacatan dalam jual-beli yaitu : kebodohan, keterpaksaan, pembatasan
waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat- syarat jual beli yang
rusak.

. Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu

pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh

seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan
syariah sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam
bertasharruf sesuai dengan ketetapan syariah baik dengan ketetapan asli
yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili

seseorang).
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d. Syarat kepastian hukum, ialah adanya kepastian pembentukan akad dan
terhindar dari kecacatan dalam akadnya.”
Adapun syarat dalam asuransi syariah adalah;
1) Pihak-pihak yang berakad.
2) Obyek akad.
3) Harga.

4) Dan akadnya (ijab dan gabul, J°

4. Rukun Akad

Rukun berasal dari bahasa arab A/-Rukni’’ yang berarti unsur-unsur
yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur
unsur tersebut yang membentuknya.”® Rukun akad juga dapat didefinisikan
sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan
kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal
itu dari tindakan isyarat atau korespondensi. Mayoritas jumhur ulama
menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas pihak pihak yang berakad (agid),
objek akad (ma’qud alail) dan ungkapan (sighah), serta kebebasan orang yang

berakad.

* Ismail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer,(Bogor:Ghalia Indonesia,2012),21.

20 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem
Operasional,(Jakarta:Gema Insani,2003),56.

> Ibid,78.

% Ibid95.
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Secara operasional, yang dimaksud agid adalah penjual dan pembeli.
Ma’qud ‘alaih adalah barang dan harga, tujuan atau maksud mengadakan akad
(maudhu’ al-‘aqd), (sighah) adalah jjab gabul dan kebebasan orang yang
berakad. Beberapa istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Subjek/pelaku akad (agid), ialah orang-orang yang berakad terkadang
masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Menurut
Wahbah Zuhaily agid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, mereka
adalah penjual dan pembeli. Menurut ulama ahli fikih memberikan
persyaratan bagi agid ,ia harus memenuhi kriteria ahliyah dan wilayah.”® (1)
kriteria ahliyah adalah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap
dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain
baligh dan berakal. (2) wilayah ialah hak atau kewenangan seseorang yang
memiliki legalitas syar’i untuk melakukan objek akad. Artinya, orang
tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi
sehingga ia memiliki hak penuh atas transaksinya. Sedangkan istilah lain
selain kedua istilah tersebut ialah Fuduli yaitu orang yang melakukan
transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah atas
perkara atau hak orang lain tersebut. Fuduli sah menurut mazhab Hanafiyah
dan Malikiyah dan batal menurut mazhab Imam Syafi’i, Hanabillah dan

Dhabhiriyah.

*® Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid. IV, (Damsik: Dar al-Fikr,
1989),117.
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b. Objek akad (Ma’qud ‘alaih), ialah benda-benda atau harga yang menjadi
objek akad, objek transaksi harus memenuhi ketentuan berikut :

1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan

2) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk
ditransaksikan (mal mutagawwim) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

3) Objek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad atau
dimungkinkan dikemudian hari.

4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut
diketahui secara detail oleh kedua belah pihak.

5) Objek transaksi tersebut harus suci, tidak terkena najis, dan bukan
barang najis syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab hanafiyah.*

c. Substansi akad (maudhu’ al-‘aqd) ialah maksud dan tujuan yang ingin
dicapai dalam akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena
berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

d. Serah terima (jjab-qabul), ialah permulaan penjelasan yang keluar dari
salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad, sedangkan gabu/ialah perkataan yang keluar dari pihak
yang berakad, yang diucapkan setelah adanya 7jab. Hal-hal yang harus
diperhatikan dalam Sighah al- ‘agd adalah sebagai berikut :

1) Sighah al-‘agdharus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

%% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid. IV, (Damsik: Dar al-Fikr,
1989),173.
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2) Harus bersesuaian antara jjab dan gabul.

3) Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan
tidak terpaksa dan tidak diancam.

4) Kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan objek transaksi
dalam satu majelis.

Adapun rukun pada asuransi syariah yang berakad tabarru’ atau hibah
adalah (1) pemberi (wahib), yakni pemberi Ahibah atau orang yang
menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang
sakit memberikan Aibah, kemudian ia meninggal maka Aibah  yang
dikeluarkannya sepertiga dari harta peninggalan. (2) Penerima (Mauhub Iah),
penerima Aibah adalah semua jenis manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang
dinolehkan menghibahkan seluruh hartanya. (3) barang (mauhub) yakni barang
yang dihibahkan dan (4) sighah (ijab-gabul) ialah segala sesuatu yang dapat

dikatakan jjab dan gabul, seperti lafadz hibah, pemberian, dan sebagainya.

E. Pandangan Ulama tentang Asuransi.

Asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masala ijtihadiyah,
artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-
Qur’an dan as-sunnah secara eksplisit. Dalam kalangan ulama atau cendikiawan
muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi. hal tersebut adalah

sebagai berikut :
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1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang

ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq Abdullah

al-Qalqili, M Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth’i. Alasannya

adalah :

c.

Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi

. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti

. Mengandung unsur riba/rente

Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa
melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau dikurangi uang premi
yang telah dibayarkan.

Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis.

. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya pendapat ini dikemukakan

oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, M Yusuf Musa, alasan

yang mereka kemukakan adalah :

a.

b.

Tidak ada nash al-Qur’an maupun nash hadits yang melarang asuransi.
Kedua pihak yang berjanji dengan penuh kerelaan melakukan operasi ini
dengan tanggung jawab masing-masing

Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang

terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek produktif pembangunan.

. Asuransi termasuk syirkah ta’awuniyah (perserikatan yang bertujuan untuk

saling tolong menolong).
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e. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan, harta benda, kekayaan,
dan kepribadian.

3. Membolehkan asuransi yang bersifat sukarela sosial dan mengharamkan
asuransi yang bersifat komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh M
Abu Zahra. Alasan yang digunakan untuk membolehkan asuransi sosial adlah
pendapat kedua dan alasan yang mengharamkan asuransi bersifat komersil
adalah pendapat pertama.

4. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhah karena tidak ada dalil-dalil

syar’i yang jelas mengaharamkan atau menghalalkan

F. Operasional dan Badan Hukum Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Menurut Kepmen
No 91 Tahun 2004.

1. Sistem Operasional.

Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah
non perbankan yang sifatnya informal .Disebut informal karena lembaga ini
didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan

lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Oleh karena itu,selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga
bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan bertugas

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi
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ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi ,seperti perdagangan,industri,dan

31
pertanian.

Sesuai dengan bentuk hukum yang dimiliki oleh Baitul Mal wat Tamwil
yang berpayung hukum Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS). Operasional BMT berdasarkan Keputusan Menteri No 91 Tahun 2004

tentang Petunjuk Kegiatan Usaha (KJKS) meliputi sebagai berikut:

PRODUK DAN LAYANAN
Bagian Pertama
Tabungan dan Simpanan
Pasal 22

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat
menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau
anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

2. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya
tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan
kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan
dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 23
1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan
layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :
Pembiayaan Mudharabah,;
Pembiayaan Musyarakah;
Piutang Murabahah;
Piutang salam;
Piutang istisna;
Piutang ijarah;
Qardh.

R ™So o o

*! Djazuli,Yadi Janwari, lembaga lembaga perekonomian umat(Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2002),183.
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2. Persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan
sebagaimana contoh pada lampiran 2 Keputusan ini.

3. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan
syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Untuk memperjelas kegiatan usaha BMT, maka dibawah ini akan disajikan
produk produk utamanya. Dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai
produk tersebut, akan memeperjelas perbedaan antara sistem syariah dengan

konvensional.

Bank Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil memiliki sistem produk yang
relatif sama dan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (financial

intermediary) antara sahibul mal dan mudarib. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

A. Produk Funding (Pendanaan)

Produk funding merupakan produk yang dimaksudkan untuk
mendapatkan  dana, guna membiayai operasional rutin. Dalam
mengembangkan produk funding ini, BMT menyusun berbagai kemasan
produk supaya dapat menarik anggota dan calon anggota. Namun demikian,
secara umum produk fimding di BMT menganut dua prinsip yakni wadi’ah dan
mudarabah.

1. Prinsip wadi ah, berarti titipan. Pengembangan prinsip tersebut menjadi

dua bagian yaitu:



46

a. Wadi’ah Amanah, yaitu penitipan barang atau uang dimana BMT
tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut.

b. Wadi’ah Yad Dhamanah, yaitu penitipan barang atau uang, dimana
BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut.

2. Prinsip mudarabah, dalam produk BMT yakni bagi hasil antara pemilik
dana (sahibul mal) dengan pengusaha (mudarib ). Pengembangan dari
prinsip tersebut juga dibagi menjadi dua :

a. Mudarabah mutlagah, yang berarti akad penyimpanan dari anggota
kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak mendapat
pembatasan apapun dalam penggunaan dananya.

b. Mudarabah muqayyadah, dimana akad penyimpanan dari anggota
kepada BMT dengan sistem bagi hasil,dimana BMT dibatasi dalam
penggunaan dananya.

B. Produk Pembiayaan

Secara umum prinsip pembiayaan yang berlaku di bank syariah sama

dengan di BMT. Produk pembiayaan tersebut meliputi empat prinsip. Bagi

hasil, jual beli, sewa dan prinsip jasa.

1. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah profit sharing, menurut

kamus ekonomi profit sharing berarti pembagian laba.**prinsip bagi hasil

* Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil,(Yogyakarta:UII Press,2004),120.
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menjadi pembeda yang sangat jelas antara BMT dengan koperasi

konvensional.

a. Musyarakah, pihak menyertakan modal atau amal dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan keduanya.

b. Mudarabah, merupakan akad kerjasama usaha dimana pihak pertama
sebagai sahibul mal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang
lain sebagai pengelola atau mudarib menyediakan seluruh ketrampilan,
tenaga dan waktu. Keuntungan dari investasi inidibagi berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.

c. Muzara’ah, yaitu kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik
tanah dan petani penggarap.>

2. Prinsip Jual beli
Selain mengembangkan produk inti yakni sistem bagi hasil BMT juga
mengembangkan produk jual beli barang. Produk ini dikembangkan dalam
rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan
dalam akad bagi hasil. Misalnya untuk pemenuhan akan kebutuhan barang-

barang konsumtif hanya dapat dilayani dengan pendekatan akad jual beli.

** Abdul Rahman Ghazaly et.all, Figh Muamalah,(Jakarta:Prenada Media,2010),114.
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3. Prinsip sewa

Yang dimaksud dengan sewa adalah pemindahan hak guna atas barang
atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan

kepemilikan barangnya.

4. Jasa

Produk pelengkap yang berguna untuk melengkapi produk bagi
hasil,jual beli dan sewa. BMT juga menyediakan jasa layanan keuangan lain
yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan juga untuk mengikuti perkembangan

bisnis dan keuangan yang sudah semakin cepat dan mengglobal.

2. Bentuk Hukum Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

BMT sebagai tempat kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bisnis dan
sosial juga harus mempunyai legalitas di mata hukum supaya keberadaannya
mendapat pengakuan yang sah secara hukum atau legal. Di samping itu badan
hukum juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT
tersebut. Bentuk badan hukum BMT adalah koperasi baik KSU dengan USPS nya
atau KSPS, maka pengurusan badan hukumnya kepada dinas perkoperasian atau
dinas yang membidangi koperasi. BMT dapat memilih apakah badan hukum
tingkat kota-kabupaten atau tingkat provinsi dan bahkan nasional. Meskipun

dalam operasionalnya BMT sama dengan Bank Umum Syariah (BUS) namun, di
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mata hukum kedua lembaga tersebut berbeda satu sama lain. Bank umum syariah

yang legalitasnya sebagai bank sedangkan BMT sebagai koperasi.

Namun demikian, jika dirasakan belum mampu langsung menjadi koperasi,

maka tahapan yang dapat di lalui oleh manajemen BMT meliputi :

1. KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat )

KSM ini sebagai pra koperasi. BMT yang berada pada tingka KSM
sudah dapat beroperasi dengan mendapatkan sertifikat operasional dari
PINBUK. PINBUK telah mendapatkan pengukuhan sebagai LPSM ( Lembaga
Pengembangan Swadaya Masyarakat), untuk mendukung PHBK-BI (Program
Hubungan Bank dengan KSM). Atas dasar surat tersebut, PINBUK dapat
memberikan sertifikat operasional kepada BMT yang telah siap beroperasi

tetapi belum mampu menjadi koperasi.

2. Koperasi

Tata cara pendirian koperasi telah ditetapkan oleh Pemerintah dan
manajemen BMT dapat menghubungi Dinas Koperasi dan UKM setempat.

Pilihan Koperasi yang dapat digunakan untuk payung hukum BMT terdiri dari:
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a. KSU (Koperasi Serba Usaha)
Dengan pilihan KSU, BMT harus membentuk Unit Simpan Pinjam Syariah
(USPS) yang pengelolaan usahanya secara terpisah dengan unit usaha yang
lain.
b. KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah)
Dengan badan hukum KSPS, BMT tidak dapat membuka usaha sektor riil
secara langsung. Namun dengan KSPS, kegiatan BMT dapat lebih terfokus
dan maksimal.
c. USPS dan KUD (Koperasi Unit Desa)
KUD yang sudah tersebar di seluruh desa, memiliki potensi besar untuk
mengembangkan BMT menjadi Unit Simpan-Pinjam untuk melengkapi
Simpan-Pinjam konvensional yang mungkin telah dikembangkan.
d. KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren)
Pondok pesantren dapat mengembangkan BMT melalui pembentukan unit
usaha Simpan Pinjam dari Kopontren yang bersifat otonom, baik manajemen,

4
keuangan, maupun pembukuannya.’

** Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil
(BMT),(Yogyakarta:Citra Media,2006),23.



BAB III

PROFIL SINGKAT DAN MEKANISME PRODUK SANTUNAN

MUAWANAH BMT-UGT SIDOGIRI

A. Profil singkat BMT-UGT Sidogiri
1. Sejarah Berdirinya BMT-UGT Sidogiri
Koperasi Usaha Gabungan Terpadu disingkat koperasi UGT Sidogiri
mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di
Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas

Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan nomor :

09/BHKWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.'

Koperasi UGT Sidogiri telah memulai operasinya sejak 5 Rabi’ul Awal
1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Pada tahun tersebut para pengurus BMT
Sidogiri mulai berusaha mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia.
Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri
cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.
Dan tempat kedua berada di kota Jember. Usaha pengembangan koperasi yang

dilakukan dengan adanya pembukaan cabang baru tersebut masih tetap berlanjut

: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2011 BMT-UGT Sidogiri.
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hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri menjadi sebuah lembaga yang

memiliki asset yang besar.

Dalam setiap tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka
beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota kota yang dinilai
memiliki potensi untuk pengembangan BMT Sidogiri. Saat ini Koperasi UGT
Sidogiri telah berusia sebelas tahun dan telah memiliki 136 unit layanan BMT
(Baitul Mal wat Tamwil atau Unit Jasa Keuangan syariah), dan 1 unit pelayanan

transfer.

Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp.
1.000.000,- koperasi ini juga akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi)
di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota
koperasi. Dalam pengembangannya, Koperasi BMT MMU ini bermitra dengan
koperasi UGT. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga memiliki kesamaan
dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan

pasiva BMT. Salah satunya ialah BMT UGT sidodadi di JI Bolodewo.

Koperasi UGT didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan madrasah
filial Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni
pondok pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa

Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) pondok
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pesantren Sidogiri. Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka
beberapa unit pelayanan kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati oleh
anggota koperasi UGT.

Koperasi UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
kedua yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17
Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang beroperasi di kabupaten Pasuruan
dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan
usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil. Apabila
koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka koperasi
UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa
Timur. Unit pelayanan pertama Koperasi UGT beroperasi di Surabaya, salah satu

cabangnya adalah Sidodadi.

BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi ini beroperasi pertama kali di JI
Sidodadi. Namun karena tempat yang di Sidodadi sempit dan jelek, maka para
pengurus yang ada di Sidodadi mengajukan permohonan pencarian gedung BMT
yang baru. Pencarian gedung yang baru tersebut tidak berlangsung lama karena
pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah yang dijual yaitu yang
berada di JI. Bolodewo No. 88 Surabaya. Akhirnya gedung itu dibeli oleh BMT.
Perombakan rumah menjadi kantor BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi tidak
membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 1 bulan. Tempat yang baru itu

adalah kantor milik sendiri BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi.
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Meskipun tempat kantor BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi telah
pindah, tetapi nama cabang yang digunakan masih tetap yaitu Sidodadi. Hal itu
dikarenakan para pengurus tidak mau melupakan tempat lama yang memberikan
banyak berkah untuk BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi. BMT-UGT Sidogiri
cabang Sidodadi mulai beroperasi pada tahun 2007 dengan karyawan berjumlah 4
orang.’

2. Maksud dan Tujuan

Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu
kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan bertujuan memajukan kesejahteraan
anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD

1945 serta di ridhoi oleh Allah Swt.

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya
Adapun visi dan misi Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi adalah :
1. Visi
a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah
Islam.
b) Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang

sosial ekonomi.

? Khusairi, Wawancara, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, 3 juli 2012.



55

2. Misi
a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah
adil, mudah dan maslahah.
¢) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.
d) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq, jujur, tabligh,
komunikatif, amanah, dipercaya, fatonah/profesional.

e) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat

4. Strukturisasi Organisasi BMT UGT Sidogiri.

1. Struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri yaitu:

a) Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT-UGT Sidogiri.
Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan,pengurus, pengawas dan
lain-lainnya.

b) Pengurus BMT-UGT Sidogiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui
mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan
menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh dalam rapat anggota.

Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda
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usaha BMT-UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak
kerja dengan batas waktu tertentu.

¢) Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat
dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.susunan pengawas
terdiri dari Pengawas Bidang Manajemen, pengawas bidang keuangan dan
pengawas bidang syariah.

d) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak
kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tugas
utama manajer adalah menjalankan usaha BMT-UGT Sidogiri sesuai
dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam
menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit
para karyawan.

e) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan berkonsultasi
dengan pengurus. Kepala Unit diberi wewenang untuk memimpin usaha
pada unit yang telah ditentukan. Kepala unit dibantu oleh beberapa orang

karyawan.



GAMBAR 3.1

BADAN ORGANISASI BMT SIDOGIRI
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RAPAT ANGGOTA
PENGURUS
PENGAWAS -------------------------- PENGAWAS
MANAIJER UTAMA
MANAGER I MANAGER I MANAGER III MANAGER IV
STAFF STAFF STAFF STAFF
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER
KEPALA CABANG
KASIR CUSTOMER SERVICE AO
KETERANGAN

GARIS INTRUKSI/PERINTAH

: GARIS KOORDINASI
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2. Struktur Organisasi BMT Cabang Sidodadi periode 2012

GAMBAR 3.2

Kepala Cabang

Habil Alwi

Kasir AO AO AO

Muhammad,S Baidlowi Khusairi Candra Yanu

Debt Collector Customer Service

Rincian tugas:

1. Kepala cabang : mengepalai seluruh kegiatan yang berada di cabang Sidodadi.

2. Customer service: menangani segala bentuk layanan bagi anggota yang ingin
melakukan pembiayaan, atau membuka tabungan baru.

3. Pemasaran: memasarkan produk produk BMT kepada masyarakat sekitar,
biasanya mereka yang bertugas di bagian pemasaran lebih sering berada di luar

kantor.
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4. Kasir: menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (keluar

masuknya uang).’

5. Permodalan

Modal BMT-UGT Sidogiri Cab. Sidodadi mengikuti ketentuan dari

pusat, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar (modal

pinjaman dan modal penyertaan) seperti yang tercantum dalam anggaran dasar

koperasi, modal sendiri tersebut meliputi :

1.

Simpanan pokok ialah sejumlah vang yang diwajibkan kepada anggota untuk
diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota
koperasi dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak
bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian, simpanan pokok yang
ditetapkan BMT UGT Sidogiri Rp. 1.000.000

Simpanan wajib menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu.
Simpanan wajib yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp.110.000 kepada

setiap anggota.

Simpanan khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh
individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama,

dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya

* Dokumen BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi.
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bisa ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan.
Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan mendapatkan porsi
laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah

modalnya.

4. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari SHU sebesar 20%

5. Hibah

Pertumbuhan Modal Sendiri Selama 13 tahun berjalan

GAMBAR 3.3
Tahun Modal BMT-UGT
2001 141.090.000
2002 495.635.000
2003 595.896.300
2004 654.343.000
2005 1.480.120.000
2006 3.715.480.000
2007 6.724.750.000
2008 12.035.480.000
2009 19.360.240.000
2010 33.575.680.000
2011 47.374.040.000
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2) Modal pinjaman terdiri dari :
a) Tabungan anggota dan calon anggota
b) Tabungan koperasi lain
¢) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan non bank
d) Obligasi atau surat hutang lainnya

¢) Sumber lain yang sah dan halal.*

B. Produk BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi

Produk produk yang ada di BMT UGT SIDOGIRI cabang Sidodadi ada
bermacam-macam mulai dari produk tabungan, pembiayaan, sampai pada
pelayanan jasa. Produk tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dan prinsip
syariah. Produk produk tersebut meliputi :

1. Tabungan
Ada beberapa jenis produk tabungan yang dijalankan di BMT UGT Sidogiri
cabang sidodadi diantaranya :
a). Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan

diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad al-wadiah yad -

addlomanah atau al-gord.

* Ibid34.
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b). Tabungan Haji (a/-Haromain)

Tabungan al-Haromain adalah tabungan untuk membantu pelaksanaan

ibadah haji dengan akad wadiah yad-addlamanah.

c¢). Tabungan Umrah (al-hasanah)

d).

Tabungan Umrah al-hasanah adalah tabungan yang berguna untuk

membantu pelaksaan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-wadiah yad

addlomanah.

Keuntungan bagi penabung:

a.

b.

Setoral awal minimal Rp. 1.000.000

Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.

. Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal travel umrah

Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musim.

Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah
kecuali udzur syar’i.

Administrasi pembukaan tabungan Rp. 20.000

Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad a/-wadiah yad

addlamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.
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Syarat dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali pengambilan.
Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri.
Keuntungan bagi mitra penabung:

Ketentuan lain bagi penabung berupa setoran awal minimal Rp.
10.000, Biaya administrasi Rp. 5.000, Mengisi formulir pembukaan rekening,
menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan

penarikan tabungan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.

Tabungan Peduli Siswa
Tabungan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang
diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan
siswa dengan akad a/-wadiah yad addlomanah.
Keuntungan bagi penabung:
a. Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan
dana setiap bulan.
b. Transaksi mudah dan bebas riba.
c. Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada
saat pembagian tabungan murid di akhir tahun pendidikan.

d. Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
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e. Mendapatkan dana beasiswa untuk untuk siswa tidak mampu sebesar Rp.
150.000,- sesuai kebijakan koperasi BMT UGT Sidogiri.

f. Bebas biaya administrasi.

e). Deposito Mudharabah

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah
disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
Keuntungan bagi mitra:
a. Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
b. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
c. Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari tabungan.
Proporsi (nisbah) bagi hasil penyimpanan BMT:
a. 3 bulan 52:48
b. 6 bulan 55:45
c. 9 bulan 57:43
d. 12 bulan 60:40

Syarat-syarat dan ketentuan permohonan adalah mengisi formulir

permohonan pembukaan mudharabah berjangka atau (deposito), Fotokopi

identitas diri (KTP/SIM), dan setoran minimal Rp. 500.000,-.

® Baidowi, Wawancara, Karyawan BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, 4 juli 2012.
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2. Pembiayaan
a. Mudharabah (bagi hasil)
Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan anggota atau calon
anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan
dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.
b. Musyarakah (penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota
dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk
turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha
tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan
modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Murabahah (jual beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas
harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk KJKS-BMT
UGT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati
bersama.

d. Bai’ bitsamanil ‘ajil (jual beli)
Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran

terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh
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pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati
bersama.

e. Rahn

Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang
sebagai tanggungan utang, dan BMT mendapatkan jasa atas penitipan agunan

. 6
sesuai kesepakatan.

C. Mekanisme Produk Santunan Muawanah

1. Produk Santunan Muawanah

Santunan muawanah adalah bentuk santunan kepedulian yang
diberikan kepada keluarga anggota, calon anggota KJKS BMT- UGT Sidogiri.
Jika anggota, calon anggota KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT-
UGT Sidogiri meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Partisipasi
at-tabarru’ peserta sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertahun atau
sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) perbulan dan bisa diambil dari saldo

tabungan yang ada di KJKS BMT-UGT Sidogiri.

Besar santunan yang diberikan ,jika peserta santunan muawanah
meninggal dunia karena kecelakaan maka akan diberikan santunan sebesar Rp.
3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika meninggal bukan disebabkan kecelakaan

maka akan diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

® Brosur Produk-Produk BMT-UGT Sidogiri.
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Persyaratan yang diberikan untuk mengikuti santunan ialah :

1. Mempunyai tabungan di KJKS BMT-UGT Sidogiri.
2. Saat membuka rekening tabungan calon peserta dalam kondisi sehat.

3. Meninggal dunia bukan disebabkan bunuh diri atau bencana alam.
Syarat- syarat klaim :

1. Kartu anggota/calon anggota/buku tabungan.

2. Surat kematian dari desa/kelurahan.

3. Syarat keterangan meninggal karena kecelakaan dari kepolisian jika
disebabkan kecelakaan

4. Tanda bukti kepesertaan.

Adapun akad dalam santunan muawanah adalah saya bersedia mengikuti

program muawanah dan siap membayar.

1. Tabarru’ muawanah kontan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertahun secara
tunai atau diambilkan dari saldo tabungan
2. Tabarru’ dengan cara membayar tiap bulan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)
dalam setahun dan diambilkan dari saldo tabungan’
Produk santunan muawanah merupakan produk tambahan yang tergolong
produk terbaru yang baru diluncurkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah

(KJKS) BMT-UGT Sidogiri. Tujuan dari adanya produk ini adalah agar anggota

" Brosur Santunan Muawanah BMT UGT Sidogiri.
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lebih bisa dimiliki oleh anggota yang menabung di BMT-UGT Sidogiri, tidak
hanya di dominasi oleh kalangan tertentu yang berperan besar dalam BMT.

Karena merupakan produk yang baru dibuka, dari banyaknya anggota
BMT —UGT Sidogiri cabang Sidodadi terdapat 1 anggota yang terdaftar mengikuti
produk santunan muawanah. Penulis mewawancarai orang tersebut untuk
dijadikan sample yang kemudian ditanya pendapatnya seputar produk yang
diikutinya tersebut.

Anggota BMT-UGT Sidogiri ada 2 macam, yaitu anggota saham dan
calon anggota saham. Anggota saham adalah anggota yang sudah
menginvestasikan dana (saham) ke pusat. Sedangkan calon anggota saham adalah
anggota yang berada di cabang. Dari kedua tipe para anggota tersebut kedua
duanya boleh mkengguanakn produk santunan muawanah.

Kendala yang dialami pihak BMT dalam mengembangkan produk ini
adalah karena awamnya pengetahuan anggota BMT akan produk ini. Mereka
cenderung beranggapan bahwa produk tersebut sama seperti asuransi konvensional
yakni asuransi yang memberatkan nasabah akan biaya angsuran yang akan
dibayar."

Pihak koperasi mengharapkan agar produk ini bisa berkembang pesat dan
diminati oleh anggota seperti halnya produk tabungan seperti tabungan umum dan
tabungan berjangka, produk pembiayaan seperti bai bitsamanil ajil, rahn dan

qardhul hasan. Ekspektasi pihak koperasi jika produk ini berkembang ke depannya

® Habil Alwi, Wawancara, Kepala Cabang BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, 5 juli 2012.
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adalah pembangunan rumah sakid BMT-UGT Sidogiri yang berlabel bintang lima
dengan harga kaki lima.

Mayoritas anggota BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi berasal dari
pedagang kecil yang berada di pasar pasar seperti pasar pegirian, pasar bulak
banteng, pasar sidotopo dan dari perkampungan yang berdekatan dengan lokasi
tempat BMT-UGT Sidogiri berada. Alasan kebanyakan anggota memilih BMT-
UGT Sidogiri sebagai tempat mereka menitipkan uvangnya ialah karena produk
produk BMT terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari kalangan menengah
kebawah, menengah ke tengah sampai pada kalangan menengah ke atas. Selain itu
syarat dan ketentuan yang diajukan pihak BMT tidak rumit dan mudah dijalankan.
Seperti halnya produk santunan muawanah yang terjangkau biaya angsurannya
dan bisa dijadikan jaga-jaga apabila ada kejadian buruk yang menimpa dirinya.
Sebagaimana yang disampaikan bapak khoiri yang mengikuti produk tersebut.

“Saya mengikuti santunan muawanah karena prosesnya yang cepat, biayanya
ringan dan buat jaga-jaga kemungkinan buruk yang terjadi nanti”.’

Dari pernyataan bapak Khoiri di atas dapat dipahami bahwa produk
santunan muawanah memiliki syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi dan
terjangkau oleh anggota BMT-UGT Sidogiri. Namun ada juga pendapat lain yang
penulis sodori produk tersebut. Seperti yang dikemukakan Bapak Agus. Beliau

mengatakan :

® Bapak Khoiri, Anggota, Wawancara, 6 Juli 2012.
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“Produk ini mirip asuransi, seperti kebanyakan saya kurang berniat dengan
asuransi karena biasanya proses dan persyaratan rumit selain itu keuntungan
yang diberikan tidak pasti.”"

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kekurang pahaman terhadap
produk santunan muawanah menjadi permasalahan utama dalam pengembangan
produk ini. Tujuan BMT UGT Sidogiri meluncurkan produk santunan muawanah
adalah untuk kenyamanan anggota, pihak BMT tidak memungut keuntungan dari

produk tersebut karena merupakan produk kebajikan dan sosial untuk anggota.

2. Sumber Dana dan Akad Santunan Muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang

Sidodadi .

Lembaga keuangan (BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi) dalam
menjaga kepercayaan anggota koperasi dan guna agar setiap anggota lebih merasa
memiliki koperasi .BMT UGT Sidogiri meluncurkan produk tambahan yaitu
produk santunan muawanah . Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad

tabarru’ yakni:

Saya bersedia mengikuti produk muawanah dan siap membayar, Tabarru’
muawanah sekaligus Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertahun secara tunai atau
diambilkan dari saldo tabungan. Sedangkan, tabarru’ dengan cara membayar tiap
bulan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dalam setahun dan diambilkan dari saldo

tabungan.

' Bapak Agus, Wawancara, 7 Juli 2012.
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Sumber dana yang akan dibayarkan pihak BMT UGT Sidogiri apabila
terjadi musibah yang menimpa anggota BMT-UGT Sidogiri adalah dari dana
peserta santunan muawanah yang dibayar tunai atau dipotong dari dana tabungan

anggota yang bersangkutan.

Dari produk santunan muawanah yang baru dimuat di lembaga ini. Pihak
BMT-UGT Sidogiri selaku pengelola mengharapkan dengan adanya produk ini
anggota BMT lebih merasa terbantu dan memberikan kepercayaan seutuhnya

kepada BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi.

. Persyaratan dan Syarat Syarat Pengajuan Klaim Kepada Anggota BMT

UGT Sidogiri cabang Sidodadi.

Setiap orang yang akan mengajukan produk santunan muawanah di
BMT-UGT Sidogiri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan sebelumnya. Persyaratan tersebut meliputi, setiap anggota yang ingin
mengajukan produk muawanah harus mempunyai tabungan di KJKS BMT-UGT
Sidogiri jika seseorang tersebut belum terdaftar sebagai anggota BMT-UGT
Sidogiri maka dianjurkan kepadanya untuk membuka tabungan dan menjadi
anggota BMT Sidogiri. Saat membuka rekening tabungan tersebut calon peserta
dalam kondisi sehat dan meninggal bukan disebabkan bunuh diri atau bencana

alam.
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Kontrak peserta muawanah mengikuti produk ini adalah jangka waktu
selama setahun. Jika satu tahun telah terlampaui dan kontrak mengikuti produk
ini telah habis. Peserta yang bersangkutan akan ditanya kembali apakah masih
terus mengikuti produk ini atau tidak.

Adapun syarat- syarat jika terjadi anggota mengalami musibah dan
melakukan pengklaiman kepada pihak BMT adalah sebagai berikut :

1. Adanya kartu anggota,calon anggota atau buku tabungan.

2. Penunjukan surat kematian dari desa tempat tinggal peserta atau surat
keterangan dari kelurahan.

3. Surat keterangan meninggal karena kecelakaan dari kepolisian jika
disebabkan kecelakaan.

4. Tanda bukti kepesertaan.

Besar biaya santunan yang harus dibayarkan jika peserta muawanah
meninggal dunia karena kecelakaan maka akan diberikan santunan sebesar
Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika meningaal bukan disebabkan kecelakaan
maka akan diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern dan mahalnya
biaya akan pengobatan dan kebutuhan dalam dunia kedokteran. Produk ini
diharapkan bisa sedikit banyak membantu anggota BMT dan menjadikan lembaga

ini lebih bisa berkembang lebih daripada saat ini.



BAB IV

PRODUK SANTUNAN MUAWANAH BMT UGT SIDOGIRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEPMEN NO 91 TAHUN
2004 (PETUNJUK KEGIATAN KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH)

1. Analisis Produk Sanfunan Muawanah dan Asuransi Syariah Dilihat dari
akad, Rukun dan Syarat Sahnya.

Santunan Muawanah ialah bentuk santunan kepedulian yang diberikan

oleh Baitul mal wat Tamwil kepada para anggota, yang bertujuan agar anggota

lebih bisa dimiliki oleh anggota yang menabung di BMT-UGT Sidogiri, tidak

hanya di dominasi oleh kalangan tertentu yang berperan besar dalam BMT.

Ditinjau dari segi mekanismenya santunan muawanah ini mirip seperti
mekanisme asuransi syari’ah pada umumnya. Karena unsur unsur yang ada
dalam akad perasuransian juga ada di dalam produk santunan muawanah.

Unsur unsur tersebut meliputi.

1. Adanya akad (Polis perjanjian)

Yaitu Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad
adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak
dan kabul yang menyatakan pihak lain. Akad dalam asuransi syariah adalah
termasuk akad tidak bernama (al-‘uqud al-musamma) karena
keberadaannya tergolong baru dalam perekonomian islam. Namun, dalam
operasional asuransi akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan

terdiri dari akad tijarah dan/atau akad tabarru’ begitu juga dalam produk

73
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santunan muawanah ini ialah akad tabarru’yang bila ditinjau dari segi teori
merupakan akad kebaikan dan tolong menolong diantara para peserta
produk santunan. Dalam bidang muamalah bisa disamakan dengan Aibah,
karena didalamnya mengandung unsur memberi tanpa mengharap apa-apa
kecuali ridha Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi,

Aol A1 O) AV 15515 O1aAR1g WY1 Mo 1939185 Y5 s5ad1g GV e 1gialads
A

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya™' (Al- Ma’idah 3 : 2)

Dalam fatwa DSN-MUI tahun 2006 tentang tabarru’ dalam asuransi

syariah disebutkan :

a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu.

b. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang

diakadkan.
Hak peserta santunan ialah mendapatkan bantuan dalam hal ini
santunan kepedulian dai pthak BMT yang diambilkan dari dana peserta

santunan dan kewajiban masing-masing peserta dalam santunan muawanah

ini adalah membayar premi yang sebulan atau pertahun yang diambilkan

" Depag RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya,(Jakarta:Widya Cahya,2011),349.
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dari dana peserta muawanah secara keseluruhan atau dari rekening tabarru’
yang bersangkutan.

Cara pembayaran premi anggota santunan ialah 1000 jika
dikreditkan dalam waktu sebulan dan 10.000 jika dibayar secara tunai yang
diambilkan dari dana tabungan peserta yang bersangkutan. Sedangkan cara
anggota melakukan pengeklaiman, jika nasabah yang mengikuti produk ini
mengalami kemalangan ialah melengkapi pesyaratan yang diajukan seperti
kartu anggota/buku tabungan, surat kematian dari desa/kelurahan, surat
keterangan kematian dari kepolisian jika disebabkan kecelakaan dan tanda
bukti kepesertaan.

Rukun dalam akad A7bah menurut hukum Islam itu terdiri dari 4
macam, yaitu

1. pemberi (wahib),

2. penerima (mauhub lah),

3. barang yang dihibahkan (mauhub) dan
4. sighah (ijab dan gabul).

Keempat rukun tersebut apabila dimasukkan dalam prakteknya
adalah peserta muawanah berkedudukan sebagai pemberi (wahib), peserta
muawanah yang mengalami kemalangan berkedudukan sebagai penerima
(mauhub lah), subjek akad disyari’atkan orang yang memenuhi kriteria
ahliyah dan wilayah dalam arti orang tesebut cakap dalam melakukan
transaksi dan memiliki kewenangan penuh dalam melakukan suatu

transaksi. Dana peserta yang diambil untuk menolong peserta yang
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mengalami kemalangan berkedudukan sebagai barang yang diAibalhkan
(mauhub), dan perjanjian tertulis yang harus diisi oleh peserta serta
ditandatangani sebagai bentuk setuju melakukan transaksi tersebut
berkedudukan sebagai sighat (ijab dan gabul).

Dalam pernyataan tersebut, BMT-UGT Sidogiri tidak
diikutsertakan karena akad tabarru’ diperuntukkan antar para peserta
asuransi dan dalam akad ini BMT-UGT Sidogiri hanya sebagai ami/
(pekerja) yang mengatur dana dari para peserta asuransi. Untuk itu, rukun
hibah sudah terpenuhi dan menunjukkan dibolehkannya akad tersebut.

Syarat akad Aibah menurut hukum Islam itu disesuaikan dengan
rukun /Aibah yang terdiri dari 4 macam. Untuk pemberi disyaratkan
barangnya milik sendiri, tidak di batasi haknya oleh sesuatu alasan, cakap
bertindak menurut hukum, dan tidak dipaksa.

Untuk penerima disyaratkan orang tersebut harus benar-benar ada
pada waktu Aibah, dalam asuransi dapat ditunjukkan dengan dana yang
diberikan kepada peserta yang mengalami kemalangan posisinya pada
waktu tersebut masih dalam keadaan hidup meskipun nantinya ada peserta
yang mengalami kemalangan berupa kecelakaan, sakit, bahkan meninggal
dunia baru dana tersebut diberikan.

Benda yang dihibahkan disyaratkan benda tersebut benar-benar
ada, mempunyai nilai, dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan
pemilikannya dapat dialihkan dan dapat dipisahkan dan diserahkan kepada

penerima. Untuk sighah (ijab dan gabul) disyaratkan ada pernyataan yang
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mewakili transaksi tersebut baik berupa ucapan maupun tulisan. Hal ini
terbukti dari perjanjian yang dibuat BMT-UGT Sidogiri kepada peserta
dengan bentuk tulisan dan tanda tangan peserta sebagai bentuk persetujuan
dalam mengikuti prosedur produk tersebut.
2. Tarif Premi

Mekanisme sanfunan muawanah yang mirip dengan asuransi
syariah yang kedua adalah mengenai tarif premi, dimana peserta akan
memberikan dananya kepada pihak asuransi sesuai dengan perjanjian
karena dana santunan yang terkumpul dari produk santunan ini merupakan
suatu perencanaan dalam pengumpulan dana yang akhirnya akan dgunakan

untuk dana kebajikan terhadap sesama anggota BMT.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan dari segi hukum
Islam, tidak ada penyimpangan dalam akad yang digunakan dalam produk

ini baik dari segi akad, rukun maupun syaratnya.

2. Analisis Produk Sanfunan Muawanah Ditinjau Dari Segi Kepmen No 91
Tahun 2004 Tentang Petunjuk Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang berperan besar dalam perkembangan

ekonomi masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki

peraturan tersendiri dalam menjalankan operasionalnya. Peraturan tersebut di

antaranya adalah peraturan tentang petunjuk usaha yang tercantum dalam

Kepmen No 91 tahun 2004 . Dalam Kepmen tersebut dijelaskan bahwa bentuk

operasional BMT meliputi:
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PRODUK DAN LAYANAN
Bagian Pertama
Tabungan dan Simpanan
Pasal 22

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat
menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau
anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

2. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang
esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai
dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak
bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa
syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 23

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah
menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

Pembiayaan Mudharabah;

Pembiayaan Musyarakah;

Piutang Murabahah,;

Piutang salam;

Piutang istisna;

Piutang ijarah;

g. Qardh.

2. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki
landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Mo Ao o

Dari penjelasan undang undang diatas, tidak diatur secara jelas
mengenai mengenai praktik asuransi yang mirip dengan santunan muawanah.
Berbeda dengan peraturan di lembaga keuangan lainnya seperti perbankan.
Dalam kegiatan operasional perbankan kegiatan seperti asuransi tidak
diperbolehkan dalam kegiatan bank. Bank boleh menjalankan kegiatan
asuransi namun, hanya sekedar sebagai agen pemasaran dari lembaga asuransi.

Bukan meluncurkan produk asuransi hal ini seperti yang dijelaskan dalam UU



79

No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di dalamnya mengatur bahwa

Bank Umum Syariah dilarang :

1. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal,
melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf'b dan huruf ¢ dan d.

2. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran
produk asuransi syariah.”

Jika dilihat dari mekanisme akad, produk santunan muawanah ini
sama seperti halnya pembiayaan dimana pembiayaan tersebut adalah kegiatan
penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi
dengan anggota,calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Yang
mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan
yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembiayaan
sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau
penggunaan dana pembiayaan tersebut.’ Dalam prinsipnya pembiayaan
tersebut memiliki 4 prinsip diantaranya:

1. Bagi hasil,

Bagi hasil merupakan akad yang membedakan BMT syariah dan
koperasi konvensional. Dengan akad bagi hasil BMT dapat melahirkan

produk seperti Mudarabah, musyarakah dan muzara’ah.

> UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
* Kepmen No 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah
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2. Jual beli,

Selain akad bagi hasil, BMT juga menyediakan layanan dalam
bentuk jual beli. Dimana menginginkan barang, dan BMT menyediakan
barang yang diminta oleh anggota. Dasar jual beli ini adalah dimana harga
jual didasarka atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan
untuk KJKS-BMT UGT Sidogiri. Keuntungan adalah selisih harga jual
dengan harga asal yang disepakati bersama. Prinsip ini ada dalam produk
murabahah dan al-bay’ bitsamanil ajil.

3. Sewa

Sewa ini ada pada produk ar-rahn yakni akad perjanjian pinjam-
meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tangguangan utang,dan
BMT mendapatkan jasa atas penitipan agunan sesuai dengan kesepakatan.

4. Prinsip jasa.

Jasa merupakan akad pelengkap, yang berguna untuk melengkapi
produk bagi hasil,jual beli dan sewa. BMT juga menyediakan jasa layanan
keuangan lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan juga untuk
mengikuti perkembangan bisnis dan keuangan yang sudah semakin cepat
dan mengglobal.pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya akad
dasarnya adalah fa’awuni atau tabarru’i. Y akni akad yang tujuannya tolong
menolong dalam hal kebajikan.

Produk santunan muawanah lebih mengena pada pembiayaan dalam

prinsip jasa. Karena produk ini juga merupakan produk pelengkap yang
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diluncurkan BMT guna memberikan pelayan kepada anggota akad yang
digunakan dalam produk sanfunan muawanah ini pun akad yang tergolong
tabarru’ kebajikan. Hal ini dimaksudkan agar anggota lebih merasa aman
menabungkan uangnya di BMT. Selain itu di dalam Kepmen No 9 Tahun 2004
menjelaskan pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain,
dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga atas dasar ini
produk santunan muawanah yang diluncurkan oleh BMT dapat di
operasionalisasikan asalkan penerapannya tersebut tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijelaskan pada bab 4 maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1.

Mekanisme dalam produk santunan muawanah ini dimulai dari awal
kepesertaan mengikuti produk yang dilakukan peserta sesuai dengan
ketentuan yang dibuat oleh pihak BMT-UGT Sidogiri kemudian
melakukan pembayaran premi sebesar Rp.1.000 perbulan atau Rp10.000
pertahun diambilkan dari dana tabungan peserta dengan masa kontrak
setahun, dengan akad tabarru’. Persyaratan mengikuti produk ini yakni
memiliki tabungan di BMT-UGT Sidogiri membuka rekening dengan
kondisi sehat, meninggal bukan bunuh diri atau kecelakaan. Sebagai
akibatnya peserta akan mendapat manfaat berupa dana santunan jika
peserta meninggal dunia dengan syarat klaim berupa kartu anggota, surat
kematian dari kelurahan, SK kepolisian jika karena kecelakaan dan tanda
bukti kepersetaan.

Ditinjau dari hukum Islam mulai dari kepesertaan sampai manfaat dari
santunan muawanah itu sendiri tidak menyimpang dari syari’at Islam
karena pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dari sebuah

perjanjian. Karena dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada yang
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terdzalimi dan premi yang ada di sanfunan muawanah tersebut
mengandung unsur tolong-menolong karena tidak adanya unsur riba serta
menggunakan akad tabarru’, sehingga peserta tidak terbebani akan adanya
premi yang harus dibayarkan. Sedangkan jika ditinjau dari segi Kepmen
No 91 Tahun 2004 operasionalisasi dari produk santunan muawanah ini
belum mempunyai landasan yang jelas dalam operasionalnya. Namun,
boleh dijalankan karena mekanisme produk yang mirip seperti praktek
asuransi ini dapat digolongkan ke dalam pembiayaan. Dalam hal ini ada
dalam prinsip jasa. Dengan kata lain produk sanfunan muawanah
merupakan produk pelengkap yang melengkapi produk pokok dalam BMT

seperti tabungan, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan gadai.

B. Saran

1. Dalam memasarkan produk santunan muawanah di BMT-UGT cabang
Sidodadi Surabaya perlu strategi yang matang dan manajemen yang baik
kepada masyarakat luas sehingga jumlah peserta santunan muawanah
lebih banyak dari masa sekarang ini.

2. Produk santunan muawanah pada BMT-UGT Sidogiri Surabaya
memerlukan pengenalan dan sosialisasi yang lebih intens kepada
masyarakat yang belum mengerti akan produk santunan muawanabh.
dengan demikian mereka dapat memilah-milah apakah santunan

muawanah sama seperti asuransi kebanyakan atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta:Rineka media,
2006.

Abdul Rahman Ghazaly et.all,Figh Muamalah,Jakarta:Prenada Media,2010.

Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan prinsip syari’ah dalam Hukum indonesia,
Jakarta: Prenada media,2010.

Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif,
Yogyakarta: Diva Press,2010

Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd Al-*Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim,
di terjemahkan oleh Mukhtasar Sahih Muslim.

Asad M. Al-Kalali, Kamus Indonesia Arab, Jakarta; Bulan Bintang, 1987.

Asy- Syekh Muhammad, Fathul Qarib,Surabaya: Al Hidayah,1991.
Denim Sudarwan, Menjadi peneliti kualitatif; Bandung: Alfabeta, 2005.

Djazuli,Yadi Janwari,/embaga lembaga perekonomian umat, Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2002.

Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta : Kencana, 2004.
Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002.

Hertanto Widodo Dkk, Panduan praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT)Bandung:Mizan Anggota IKAPI, 1999.

Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam,Surabaya:Putra
Media Nusantara,2010.

Ismail Nawawi, Ekonomi Islam — Teori, Sistem, dan Aspek Hukum, Surabaya:
CV Putra Media Nusantara, 2009.

Ismail Nawawi,Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor:Ghalia
Indonesia, 2012.

Moh Kasiram,Metodologi Penelitian,Malang:UIN-Malang Press,2008.



Mohammad Moslehuddin, Asuransi dalam Islam, Jakarta:Bumi Aksara, 1995.

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem
Operasional, Jakarta:Gema Insani,2003.

Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil
(BMT)Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Muhammad Ridwan,Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, Y ogyakarta:UII
Press,2004.

Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam & Riba, Bandung:Pustaka Hidayah,1995.

Saifuddin Azwar,Metode Penelitian, Y ogyakarta:Pustaka Pelajar,2003.

Satria Effendi, Ushul Figih,Jakarta: Kencana,2009.
Sudarsono, Pokok- Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka cipta,1992.

Soeratno, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UPP
AMP YKPN, 1995.

Subagio, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: Bagian Penerbitan
Sekolah Tinggi [lmu Ekonomi YKPM, 1997.

Sumadi Suryabrata, mefode penelitianJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teoi ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syamsul anwar,Hukum Perjanjian Syari’ah, Jakarta; PT Raja Grafindo
Persada,2007.

Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid. IV, Damsik: Dar al-
Fikr, 1989.

Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Jakarta: logos, 1997.

Widyaningsih, et all, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta:Prenada
Media, 2006.

Buku RAT XI Tahun 2011 Koperasi UGT Sidogiri.



Depag RI, A/-Qur’an Dan TerjemahnyaBandung:Lubuk Agung,1898.
Fatwa DSN no. 20 tentang Pedoman umum Asuransi Syari’ah tahun 2001.
Kepmen No 91 Tahun 2004

SOP KIJKS dan UJKS.

UU Nomor 2 Tahun 1992

UU Nomor 7 Tahun 1992
UU RI Nomor 21 Tahun 2008



